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ABSTRAK:   - Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelindungan 

Anak dari Radikalisme dan Terorisme ditetapkan berdasarkan UUD 1945 bahwa 

setiap anak dimain atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta 

mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk Radikalisme 

dan Terorisme. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU No. 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Pelindungan khusus kepada anak korban jaringan Terorisme. Bahwa untuk 

melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

Pelindungan Anak dari radikalisme dan Terorisme serta memberikan arah, 

pedoman dan dasar hukum diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 30 

Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PPPA No. 7 

Tahun 2019; Perda KSB No. 14 Tahun 2017 

- Perbup ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dan pihak terkait 

dalam melaksanakan upaya Pelindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme 

dengan tujuan untuk mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Anak dalam 

menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang Anak; dan 

mengoptimalkan fungsi Perangkat daerah untuk melaksanakan urusan 

pelindungan anak dan pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Anak. 

Pelindungan Anak dari radikalisme dan Terorisme dilakukan melalui Langkah: 

pencegahan; edukasi tentang Pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme; 

konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; rehabilitasi sosial; 

rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; dan pendampingan. 

CATATAN:     -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Mei 2025 dan 

  ditetapkan tanggal 16 Mei 2025 

 

 


